BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan publik Bidang

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Harapan Baru,

Kota Bekasi dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan

belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi

penghambat dalam 5 Dimensi.

1.

Dimensi Tangibles: belum optimal terlihat dari indikator fasilitas fisik yang
belum memadai dan penampilan petugas dalam memberikan pelayanan
yang belum sesuai dengan peraturan dan tata tertib berpakaian petugas di
kelurahan.

Dimensi  Reliability: belum optimal ditunjukkan dengan masih
ditemukannya output pelayanan yang belum akurat. Kemudian ketepatan
waktu pelayanan tidak dapat diukur karena petugas tidak memberikan
jaminan waktu pelayanan kepada masyarakat sejak awal pelayanan

diajukan.

. Dimensi Responsiveness: sudah cukup optimal terlihat dari indikator

ketanggapan petugas dan indikator kesediaan petugas dalam memberikan
pelayanan yang sudah baik. Namun, indikator jaminan waktu pelayanan
masih belum baik terlihat dari tidak adanya jaminan waktu yang diberikan
oleh petugas terkait pelayanan yang diberikan.

Dimensi Assurance: belum optimal terlihat dari indikator pengetahuan
petugas dan indikator keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan
masih terbatas. Namun, pada indikator kesopanan petugas sudah
menunjukkan hasil yang baik.

Dimensi Empathy: sudah cukup optimal ditunjukkan melalui indikator
pemahaman petugas terhadap kebutuhan masyarakat dan indikator

perhatian petugas terhadap penerima layanan sudah berjalan dengan baik.
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Namun, masih terdapat indiktor yang belum berjalan dengan baik, yaitu
kenyamanan jam operasional di mana masih terdapat masyarakat yang
kesulitan mengakses pelayanan khususnya para pekerja yang bekerja
formal sehingga mereka harus izin bekerja apabila ingin mengurus
keperluan pelayanan di kelurahan.

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada pelayanan publik Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Harapan Baru,
Kota Bekasi, peneliti merumuskan strategi yang mengacu pada teori menurut
David Osborne dan Peter Plastrik di mana terdapat 5 strategi. Pertama, Strategi
Inti melalui pembenahan hambatan di internal kelurahan baik dari sisi Standard
Operating Procedure (SOP) maupun kompetensi pegawainya. Kedua, Strategi
Konsekuensi yang dapat diterapkan melalui penerapan penghargaan dan
ketegasan pemberian sanksi bagi para pegawai. Ketiga, Strategi Pelanggan
dengan menciptakan layanan yang optimal dengan menerima umpan balik dari
penerima layanan, peningkatan fasilitas fisik, dan adaptif menyesuaikan
kebutuhan penerima layanan. Keempat, Strategi Pengawasan dengan
memperkuat pengawasan terhadap kinerja pegawai sebagai pemberi layananan
di kelurahan dengan melibatkan masyarakat, LSM, dan media lokal setempat.
Kelima, Strategi Budaya yang dapat ditunjukkan melalui adanya upaya
pendekatan sosial oleh pimpinan terhadap pegawai guna memberikan pesan
pengingat kepada seluruh pegawai untuk dapat bersikap disiplin dan

profesional dalam melayani.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti dapat
memberikan saran bahwa Pemerintah Kelurahan Harapan Baru sebaiknya
meningkatkan kualitas pelayanan publik Bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dengan mengimplementasikan sejumlah strategi yang
telah disusun dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
1. Dimensi Tangibles: terkait indikator fasilitas fisik dan perlengkapan, Lurah

dapat melakukan optimalisasi fasilitas fisik dan perlengkapan palayanan
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dengan memperhatikan aspek inklusivitas sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap
Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi
Penyandang Disabilitas. Kemudian untuk mengatasi permasalahan terkait
penampilan petugas dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan
pengawasan yang lebih ketat serta penegakan konsekuensi sanksi oleh
pimpinan kelurahan terhadap petugas yang melanggar aturan.

. Dimensi Reliability: terkait indikator keakuratan pelayanan dapat
dilakukan dengan pemeriksaan berulang oleh beberapa petugas terhadap
produk pelayanan yang diberikan. Kemudian terkait indikator kepastian
waktu pelayanan dapat dioptimalkan dengan petugas lebih memperhatikan
rentang waktu pelaksanaan pelayanan menurut SOP pelayanan yang telah
disusun.

. Dimensi Assurance: pada indikator pengetahuan dan indikator
keterampilan petugas dapat ditingkatkan dengan cara kelurahan
berkolaborasi bersama instansi pemerintah lainnya maupun melibatkan
praktisi yang ahli dalam memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan
yang belum mampu untuk menggunakan Inovasi e-Open maupun
penggunaan website kelurahan dalam proses pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mengadakan sosialisasi
informasi mengenai alur dan persyaratan pelayanan setiap bulan pada rapat
teknis dan membuka ruang antar petugas untuk saling bertukar informasi
dan pengalaman dengan petugas yang lebih terampil. Untuk menjaga
indikator kesopanan pegawai yang sudah berjalan optimal dapat dilakukan
pendekatan sosial dari pimpinan kelurahan untuk senantiasa mengingatkan
petugas untuk selalu berlaku sopan terhadap masyarakat penerima layanan.
. Dimensi Responsiveness: terkait permasalahan di indikator jaminan waktu
pelayanan dapat diatasi dengan pimpinan kelurahan beserta staf terkait
menyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang memuat

persyaratan, alur, hingga waktu pelayanan tiap jenis administrasi
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kependudukan dan pencatatan sipil dengan mengacu pada Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, untuk
menjaga indikator kesediaan petugas dalam memberikan pelayanan dan
indikator ketanggapan petugas agar berjalan dengan baik dapat dilakukan
pengawasan yang lebih ketat dan ketegasan pimpinan kelurahan dalam
memberlakukan sanksi dan penghargaan terkait performa kinerja petugas.
. Dimensi Empathy: guna menjaga indikator pemahaman petugas terhadap
kebutuhan penerima layanan dan indikator perhatian petugas terhadap
penerima layanan yang sudah berjalan dengan baik dapat dilakukan dengan
melibatkan peran masyarakat dalam mengawasi kinerja petugas melalui
pemanfaatan Sistem Pengaduan, Kritik, dan Saran Berbasis Digital yang
telah tersedia, dilakukan dengan menyosialisasikan sistem tersebut kepada
seluruh pegawai dan masyarakat sehingga seluruh pegawai kelurahan dan
masyarakat penerima layanan dapat dengan mudah dan aman dalam
menyampaikan aduan maupun kritik dan saran terkait proses pelayanan
yang diberikan. Guna mengatasi permasalahan indikator jam operasional
yang belum berjalan dengan baik, petugas pelayanan dapat
memaksimalkan penggunaan inovasi dalam memberikan pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti e-Open Kota
Bekasi maupun mengaktifkan website kelurahan dalam menyosialisasikan
informasi pelayanan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengurus

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mereka.
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